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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan daya tarik yang cukup tinggi
bagi industri. Murahnya upah tenaga kerja dan ketersediaan Sumber daya alam
yang melimpah untuk kepentingan industrialisasi adalah salah satu yang
membuat kadar daya tarik Indonesia bagi Negara industry untuk menanamkan
modalnya dan berinvestasi di Indonesia. Selain dari dua hal tersebut Indonesia
mempunyai jumlah penduduk yang menempati urutan nomer ke-empat dunia
dengan jumlah penduduk sekitar 253,60 juta jiwa dibawah Amerika, India dan
China yang menempati posisi paling banyak dalam hal jumlah penduduk di
dunia.’

Sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar,
kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang,
karena kesehatan seseorang sangat menunjang aktivitas kesehariannya.
Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai
investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya
penduduk suatu bangsa yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa
tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang lebih optimal dalam
pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

kesehatan menjelaskan bawa pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh

! Data lembaga statistic international, www.statistik.ptkpt.net, diakses pada tanggal 19-10-14
pada pukul 16.00 wib.




dalam pemenuhan hak hidup sehat setiap warga negara termasuk penduduk
miskin dan tidak mampu. Tanggung jawab pemerintah termasuk didalamnya
komponen penyediaan layanan kesehatan yang mudah,» murah dan dapat
diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu tujuan negara menurut Miriam Budiarjo adalah
mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya®. Menurutnya,
berdasarkan landasan formal negara, Indonesia memiliki arah welfare state
dengan adanya UUD 1945. Selain itu, ada Undang-Undang (UU) Nomor 40
Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU Nomor 11
Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial, UU No 13 Tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin clan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menjadi landasan operasional
menggerakan negara bagi kesejahteraan sosial.

Penyelanggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya Undang-
Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksana dari Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu perwujudan
tanggung jawab negara dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Melalui mekanisme BPJS ini diharapkan kebutuhan masyarakat Indonesia
terhadap kesehatan dapat terjamin, sehingga banyaknya kasus penelantaran
pasien yang tidak memiliki biaya untuk berobat di hari yang lalu dapat teratasi

dan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

2 Miriam budiarjo, Klub Jurnalis Asuransi Indonesia.Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT
Jamsostek, 1999. Hal 39



Keberlakuan UU BPJS ini wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pada pasal 14 , UU BPJS ini
menegaskan tentang sifat wajib yang melekat bagi seluruh rakyat, bahkan
dalam pasal tersebut terdapat kata penegasan dibalik kata "setiap orang™ yang
ditujukan kepada orang asing yang bekerja paling singkat enam (6) bulan di
indonesia untuk menjadi peserta program jaminan sosial ini.

Pada pasal 15 UU BPJS, pemberi kerja menjadi salah satu pihak yang
wajib mendaftarkan dirinya clan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Kemudian pada ayat
ke dua pasal 15 ini, pemberi kerja diwajibkan untuk melakukan pendaftaran
sebagaimana disebut dalam pasal 1, wajib memberikan data dirinya dan
pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada
BPJS. Artinya ketentuan ini menyatakan bahwa pemberi kerja harus
menyediakan jaminan kesehatan bagi karyawannya, dan apabila melanggar
maka akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 pada
ayat satu (1) sampai lima (5) yang dilanjutkan dengan Peraturan BPJS Nomor
1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Dengan berlakunya BPJS maka berdasarkan pasal 57 UU BPJS, dua
badan penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini yaitu PT Askes dan PT
Jamsostek tidak berlaku lagi. PT Askes yang sudah berdiri sejak tahun 1968
ini akan ditransformasikan menjadi BPJS Kesehatan, sedangkan PT Jamsostek

yang sudah menyelenggarakan jaminan sosial sejak tahun 1977 akan
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ditransformasikan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut
meliputi perubahan sifat, organ dan prinsip pengelolaan, atau dengan kata lain
berkaitan dengan perubahan struktur dan budaya organisasi. ,

Merespon dari aturan pemerintah yang demikian itu, banyak
perusahaan yang mulai mempersiapkan pengalihan keikutsertaan jaminan bagi
para karyawannya yang sebelumnyadikutkan Jamsostek untuk beralih kepada
BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu respon ini dikarenakan keikutsertaan BPJS
sifatnya adalah wajib, dan mempunyai sanksi yang berat apabila perusahaan
sebagai pemberi kerja tidak mengikutsertakan karyawannya mengikuti BPJS
Ketenagakerjaan. Sanksi terberatnya dalam bidang administrasi adalah berupa
pencabutan izin beroperasi apabila dalam perjalannya terdapat karyawan yang
tidak diikutkan BPJS sementara pihak BPJS telah memberikan peringatan.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan
hasil kayu (plywood), PT DSUC (Daya Sakti Unggul Corporindo) mulai
mempersiapkan keikutsertaannya pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum batas
akhir  keikutsertaan  perusahaan dalam mengikuti program  BPJS
Ketenagakerjaan berakhir yaitu pada tanggal 1 Juli 2015. Demi memberikan
jaminan kepada para pekerja dan menaati peraturan yang berlaku, PT DSUC
dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pacitan saling berkoordinasi untuk
persiapan  keikutsertaan para karyawannya dalam program BPJS
Ketenagakerjaan ini.Kordinasi ini dilakukan mengingat pentingnya BPJS
Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan para pekerjanya,sehingga proses

peralihan dari keikutsertaan Jamsostek kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak



menggangu kenyamanan para karyawan dalam mendapatkan layanan yang
diberikan BPJS.

Persiapan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila pada awalnya
para pekerja yang berada pada PT DSUC ini telah 'mengikuti Jamsostek,
karena pada prosedur dan teorinya kepersetaan Jamsostek ini bisa dialihkan
sehingga para peserta Jamsostek bisa menikmati layanan kesehatan dari BPJS
Kesehatan sebelum berlakunya BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi dari
beberapa temuan yang penulis temui di lapangan kenyataanya tidaklah
demikian, banyaknya keluhan terhadap peserta Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK) Jamsostek yang tidak bisa berobat, membuat persoalan baru
dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Persoalan data yang tidak terintegrasi menjadi penyebab kesemrawutan
pelayanan BPJS.

Secara faktual setidaknya ada dua alasan penting mengapa perusahaan
harus mensponsori proteksi kesehatan bagi karyawan melalui skema asuransi
kesehatan BPJS. Pertama kondisi karyawan yang sehat akan mengurangi
peluang bagi mereka untuk tidak masuk dikarenakan sakit atau absen. Dengan
tingginya persentase kehadiran secara penuh di kantor, produktifitas karyawan
diharapkan bisa terjaga dengan baik. Kemudian selain itu, perlindungan
asuransi kesehatan diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari
kompensasi perusahaan, dan itu bertujuan meningkatkan daya tarik bagi SDM

bermutu agar bergabung dengan perusahaan.®

® Heri Kurniawan, Manager Personalia PT DSUC Pacitan, Wawancara Pribadi, Pacitan,
12 November 2015, pukul 15.00 WIB.



Salah satu yang mendasari diadakannya penelitian ini adalah tentang
adanya kewajiban yang tertulis dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011
tentang kewajiban mengikutsertakan karyawan yang berada di perusahaan
swasta dalam jaminan kesehatan yang diadakan BPJS ini.Berdasarkan
penelitian dan temuan awal yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini
menunjukan bahwa tingkat keikutsertaan karyawan yang berada di perusahaan
dalam wilayah hukum Pacitan masih sangatlah rendah, padahal sanksi yang
menjadi ancaman bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya
pada BPJS ini sungguh sangatlah berat.Sanksinya bisa berupa pencabutan izin
usaha, tidak bisa mengikuti tender proyek dan sanksi administrasi lainnya.

Ketidaksertaan beberapa perusahaan dalam jaminan kesehatan yang
diadakan BPJS ini mencakup banyak faktor, dan penyebabnya tidak hanya
berasal dari pengusaha saja.Setidaknya dari penelitian awal menunjukan
kurangnya kordinasi serta pemberian informasi dari pihak BPJS juga menjadi
salah satu faktor terjadinya permasalahan tersebut. Kurangya pengetahuan ini
berlanjut kepada pihak RSUD Kabupaten Pacitan dalam hal penyampaian
informasi kepada calon pasien yang hendak menggunakan BPJS sebagai salah
satu fasilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis ini.

PT Daya Sakti Unggul Corporindo (DSUC) adalah perusahaan yang
bergerak dalam bidang pengolahan kayu (plywood). Dengan jumlah karyawan
mencapai ribuan tepatnya 1567, perusahaan ini telah berhasil menyerap tenaga
kerja yang sebagian besar berasal dari daerah Pacitan. Perusahaan yang

beralamat di Desa Gegeran Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan ini



wilayah pemasaranya sudah sampai diekspor keluar negeri. Dengan
memanfaatkan ketersediaan bahan baku yang berupa kayu di Kabupaten
Pacitan ini, PT DSUC berusaha memangkas biaya distribusi bahan produknya
dengan mendirikan pabrik di daerah penghasil kayu. Hasil produksi dari PT
DSUC ini berupa tumpukan triplek yang direkatkan menjadi satu dengan
ketebalan tertentu yang kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu bahan
bangunan.

Berdasarkan keterangan dari bagian Personalia di PT DSUC tersebut”,
ada sebagian karyawannya sudah ada yang menjadi peserta jaminan kesehatan
yang diadakan oleh BPJS. Baik melalui kolektif di perusahaan, maupun ada
sebagian mereka yang mengikuti BPJS secara pribadi. Namun adapula
karyawannya yang belum mengikuti BPJS

Oleh kerena itu, dalam pelaksanaan jaminan social khususnya dalam
bidang kesehatan perlu dipertegas perlindungan hukum baik bagi BPJS sendiri
maupun peserta jaminan kesehatan khususnya diperusahaan. Sehingga benar-
benar jaminan kesehatan dapat dilaksanakan dengan aman dan bertanggung
jawab.

Oleh karena itu hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan baik
bagi BPJS maupun peserta jaminan kesehatan dengan mengatur tata
kehidupan mereka bersama serta membagi hak dan kewajibannya dengan
berusaha terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian antara BPJS dengan

peserta jaminan kesehatan mendapat kepastian akan kedudukan hukum serta

* Wardoyo, Staf Personalia PT DSUC, Wawancara Pribadi, Pacitan, 3 November
2015, pukul 12.00 WIB.



hak dan kewajibannya dan harus juga ada jaminan akan kepastian hukum
tentang kedudukan hukum serta hak dan kewaj ibannya.

Oleh karena PT DSUC sebagai perusahaan yang bertanggung jawab
terhadap seluruh karyawan di perusahaan tersebut dalam hal ini atas jaminan
kesehatan wajib mendaftarkan secara berkala kepada BPJS sebagai badan
penyelenggara jaminan social khususnya dibidang kesehatan untuk mengikut
sertakan karyawannya sebagai anggota pelaksana jaminan kesehatan mendapat
layanan fasilitas kesehatan secara gratis, dengan demikian antara BPJS
sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dan perusahaan dalam hal ini PT
DSUC sebagai peserta perlu mendapat perlindungan hukum dalam
melaksanakan jaminan social dibidang kesehatan tersebut. Oleh karena itu
berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut penulis terdorong untuk
melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN
KESEHATAN MELALUI BPJS di PT DAYA SAKTI UNGGUL

CORPORINDO KABUPATEN PACITAN"

. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut
maka nampaklah bahwa perlindungan hukum terhadap jaminan sosial
khusunya dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh BPJS sebagai
penyelenggara dengan PT DSUC sebagai peserta jaminan sosial kesehatan,

menemukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut.



1. Bagaimanakah peran BPJS dan PT Daya Sakti Unggul Corporindo dalam
melaksanakan jaminan sosial dibidang kesehatan?

2. Apa saja peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dari PT.Daya
Sakti Unggul Corporindo sebagai peserta jaminan kesehatan dan BPJS
sebagai penyedia layanan jaminan kesehatan?

3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan
kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan jaminan sosial dibidang kesehatan

tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan perjanjian antara BPJS dan PT Daya Sakti
Unggul Corporindo dalam melaksanakan jaminan sosial dibidang
kesehatan.

2. Mengetahui peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban antara BPJS
dengan PT Daya Sakti Unggul Corporindo terhadap tenaga kerja dalam
jaminan sosial dibidang kesehatan.

3. Memahami tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan
kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan jaminan sosial dibidang kesehatan

tersebut.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis, sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui -
proses penjaminan kesehatan pada karyawan.
2. Bagi Masyarakat

a. Agar masyarakat Indonesia mengetahui pelaksanaan jaminan sosial
khususnya bidang kesehatan untuk karyawan melalui BPJS.

b. Agar masyarakat Indonesia mengetahui aspek yuridis dan aspek
sosiologis akibat beserta hak dan kewajiban yang melekat pada
masing-masing para pihak dalam proses penjaminan melalui BPJS.

3. Bagi llmu Pengetahuan

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang
hukum perusahaan dan hukum jaminan.

b. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan
Undang-Undang no 24 tahun 2011.

c. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang belum melaksanakan

penjaminan pada karyawannya.
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E. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif karena penelitian ini merupakan penelitian
terhadap asas azas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum
yang merupakan legalitas dan kedudukan hukum dalam perlindungan
hukum tenaga kerja terhadap jaminan kesehatan antara BPJS dengan PT
DSUC.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dikatakan
deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran
yang menyeluruh dan sistematis tentang perlindungan hukum tenaga kerja
di PT DSUC Pacitan, dikatan analisis karena kemudian dilakukan analisis
terhadap berbagai aspek hukum tersebut untuk menentukan legalitas dan
kedudukan hukum tentang perlindungan hukum tenaga kerja di PT DSUC
Kabupaten pacitan.
3. Bahan Penelitian
Dalam penelitian ini bahan penelitian bersumber dari dua macam
bahan penelitian kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan ini untuk

memperoleh data sekunder dengan bahan-bahan sebagai berikut:
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Data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum vyang bersifat

mengikat, terdiri dari :

1.

2.

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem Jaminan
sosial nasional

Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima
bantuan iuran jaminan kesehatan.

Peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan
kesehatan.

Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan

jaminan kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur-

literatur, makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul

dan permasalahan yang diteliti ensiklopedia, surat kabar dan majalah..

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan majalah.

Data primer, yang terdiri dari bahan penelitian lapangan dalam penelitian

ini untuk memperoleh:
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a. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat.
1. BPJS Kabupaten Pacitan sebagai penyelenggara jaminan social
dibidang kesehatan.
2. PT DSUC sebagai peserta jaminan kesehatan melalui BPJS
Kabupaten pacitan.
b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah karyawan PT DSUC Pacitan baik
yang telah diikutkan BPJS maupun yang belum diikutkan BPJS dan
keterangan dari pihak BPJS kabupaten pacitan mengenai prosedur
pelaksanaan tentang penjaminan kesehatan melalui BPJS di PT DSUC
Pacitan.

Melalui tehnik wawancara yang dilaksanakan terhadap dua
pihak yang terkait yaitu dari PT DSUC yang diwakili oleh Heri
Kurniawan selaku manager personalia dan beberapa karyawannya
yang dipilih secara random dan dari Pihak BPJS melalui Bapak
Sulaksno sebagai kepala bagian HUMAS BPJS kota Pacitan.
Wawancara dilakukan dengan metode sampling dengan metode
kualitatif sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat berimbang

dan dapat disingkronkan dengan ketentuan yang berlaku.



14

4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan berupa
studi kepustakaan.
a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data
yang diperoleh dengan mempelajari ketiga sumber data meliputi data
primer yang diperoleh melalui KUH Perdata dan peraturan perundang-
undangan lainnya, Serta data sekunder dari beberapa literatur yang
menjelaskan tentang teori jaminan sosial dan penjelasan melalui BPJS
dan data tersier yang digunakan untuk mendukung dari kedua sumber
data sebelumnya yang diperoleh dari kamus hukum, ensikolepedia.
Surat kabar ataupun majalah sehinggga pembahasan skripsi ini dapat
menjelaskan UU No. 24 Tahun 2011 tentang SAN dan Peraturan BPJS
Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan
melalui metode sinkronisasi antara data yang diperoleh dilapangan
dengan ketentuan yang mengatur diatasnya.
b. Studi Lapangan
Studi lapangan dilaksanakan dengan cara peneliti mengajukan
daftar pertanyaan melalui kegiatan wawancara dengan para pihak yang
terlibat dalam penjaminan kesehatan melalui BPJS Kabupaten Pacitan
guna mencari informasi tentang pelaksanaan dan proses yang

menyertai penjaminan kesehatan di PT DSUC Kabupaten Pacitan.
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5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kwalitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif, yaitu dari berbagai keterangan narasumber baik berupa catatan
maupun dokumentasi.’

Data-data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya diteliti dan
dianalisa dengan cara membandingkannya dengan apa yang sebelumnya
telah dipelajari dalam teori terhadap praktek yang kita temui di lapangan,
sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui pelaksanaan pelaksanaan
proses penjaminan sesuai dengan UndangUndang No 24 Tahun 2011.

Dalam melakukan analisis data peneliti terlebih dahulu melakukan
analisis data sekunder dan data primer untuk selanjutnya dilakukan analisis
pemecahan masalah, yang kemudian ditarik hasil kesimpulan dari hasil

analisis data tersebut.

F. Sistematika Skripsi
Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian
ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4
(empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan
dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

® SoerjonoSoekanto, 1984, Pengantar PenelitianHukum, Jakarta: Ul Press, Hal.10.
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Bab | Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Il Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya berisikan mengenai
pengertian perlindungan hukum, pengertian tenaga kerja, pengertian jaminan
kesehatan, pengertian prosedur pelaksanaan serta perjanjian dalam BPJS,
pengertian PT. Daya Sakti Unggul Corporindo, dasar hukum diadakan
program jaminan sosial kesehatan, sifat hubungan antara BPJS dengan
perusahaan, hak dan kewajiban antara penyelenggara dengan peserta jaminan
sosial kesehatan, tanggung jawab yang melekat pada para pihak apabila terjadi
wanprestasi.

Bab Il Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya berisikan
hasil penelitian yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang
permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab IV Penutup, yang di dalamnya berisikan mengenai kesimpulan

dan saran dari akhir penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



